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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan  Umum tentang Anak  
1. Pengertian Anak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak 
adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.6 Anak mempunyai kedudukan 
yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian 
generasi penerus perjuangan dalam rangka pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai 
generasi penerus maka anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan 
kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan 
kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam 
kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya. 
Dalam kesejahteraan sosial tercakup pula pelayanan kesejahteraan sosial 
bagi anak, agar mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar sebagaimana 
layaknya.7 
Anak secara umum yang menurut Konvensi hak Anak diartikan manusia 
dengan batasan umur 18 tahun, tetapi diberikan pengakuan terhadap batasan umur 
berbeda yang dapat ditetapkan dalam perundangan nasional.8 Sedangkan Dalam 
Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, 
pengertian anakmenurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah 
                                                             
6 Kamus Besar Bahasa Indonesia  1990, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 81 
7Johnson, Louise C and Charles L. Schwartz. 1991. Social Welfare: A Response to Human Needs. 
Boston: Allyn & Bacon, hal.20 
8 Ima Susilowati 2003, dkk, Pengertian Konvensi Hak Anak, (Jakarta: UNICEF), hal 3. 
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berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun 
yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga Terdapat 
Lembaga-lembaga lain. 
Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian 
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai 
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal (1) angka 1. Undang-
Undang SPPA menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan 
karena belum memperhatikan dan menjamin kepentingan si anak, baik anak 
pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam UndangUndang Perlindungan Anak 
hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang 
diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa. 
Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana 
dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan 
kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisisan, 
penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib 
mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 
SPPA.9Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
                                                             
9Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak 
di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35 
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Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).10 
Ada Beberapa Status Anak Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(Burgerlijk Wetboek) yang menggolongkan tiga penggolongan terhadap status 
anak, yaitu: 
a. Anak syah, yaitu seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan (pasal 
250 KUH Perdata).11 
b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi dapat diakui. Golongan ini 
adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan 
dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain 
dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya 
melangsungkan perkawianan.12 
c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak dapat diakui baik oleh ayahnya 
ataupun ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak 
punya ibu.13 
B. Pengertian Pelindungan Hukum Terhadap Anak 
Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek 
hukum kedalam bentuk yang bersifat preventif maupun represif baik tertulis 
maupun yang lisan. Dalam bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata 
lindung yang dapat diartikan mengayomi, mempertahankan, membentengi dan 
                                                             
10 Redaksi Sinar Grafika 1997, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 52 
11 Sudarsono 1994, Hukum Waris dan Sistem Bilateral, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet. II. hlm. 90. 
12 Benyamin Asri dan Thabrani Asri 1988, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan 
Teoritis Dan Praktek,( Bandung : Tarsito), hlm. 13. 
13 Ali Afandi 1984, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata 
(BW), (Jakrta: Bina Aksara), Cet. II,.hlm. 40 
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mencegah, untuk perlindungan mempunyai arti pemeliharaan, penjagaan, dan 
konservasi . 
Perlindungan Hukum : 
a. Menurut J.F Doek dan H.M.A Drewes 
Memberikan pengertian perlindungan anak dalam 2 pengertian yakni (1) 
dalam pengertian luas, yaitu segala aturan hidup yang memberikan 
perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan member 
kemungkinan bagi mereka untuk berkembang, (2) dalam pengertian sempit 
yaitu hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana, hukum perdata 
dan ketentuan hukum acara.14 
b. Soemitro menjelaskan secara garis besar, perlindungan anak dapat 
dibedakan dalam 2 sifat :  
1) Perlindungan tang bersifar yuridis meliputi perlindungan dalam: (a) 
bidang hukum publik, (b) bidang hukum keperdataan 
2) Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi: (a) bidang social (b) 
bidang kesehatan dan (c) bidang pendidikan.Perlindungan anak 
bersifat yuridis adalah menyangkut semua aturan hukum yang 
mempunyai pengaruh atau dampak langsung bagi kehidupan seorang 
anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur semua kehidupan 
seorang anak. 
c. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 
                                                             
14 Soemitro 1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta ,hal 15-16. 
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(fundamental right dan freedom of children) serta sebagai kepentingan 
yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.15 Perlindungan hukun bagi 
anak tidak memiliki batasan yang mencakup: (1) kebebasan anak berhak 
mendapatkan perlindungan; (2) setiap anak berhak mendapatkan 
perlindungan dan; (3) kepentingan perlindungan hukum berkaitan dengan 
kepentingan kesejahteraan terhadap anak. 
d. Dalam perspektif kenegaraan, komitmen Negara untuk melindungi warga 
Negara nya termasuk didalamnya terhadapa anak, dapat ditemukan dalam 
pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea ke-4, tercantum dalam kalimat: 
“…. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi seganap bangsa Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social maka 
disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu….” 
Perlindungan anak pada hakikatnya mencakup langsung pengaturan dalam 
peraturan perUndang-undangan. Kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang 
menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dpenden 
disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam 
pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial. 
 
                                                             
15Barda Nawawi Arif 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum 
Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 153 
 18 
Anak harus memeliki perhatian dengan beberapa hal, yaitu: 
1. Luas Lingkup Perlindungan 
a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, 
pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum. 
b. Pemenuhan keperluan jasmani dan rohaniah 
c. Prioritas yang paling penting adalah pemenuhan penggolongan mengenai 
keperluan yang bersifat primer dan sekunder. 
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan  
a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan 
terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, 
dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan 
yakni orang tua kandung, wali dan Negara yang di wakilkan oleh 
pemerintah. 
b. Jaminan ini sebaiknya dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik 
dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah yang perumusannya 
sederhana namun dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan 
secara merata dalam masyarakat. 
c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia 
tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan Negara lain 
yang di pertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).16 
                                                             
16 Arif Gosita 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hal 3-4 Dikutip 
oleh Maidin Gultom dalam bukunya “Perlindungan Hukum Terhadap Anak” Pressindo, Jakarta, 
2010 hal 35-36 
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Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur 
dalam Pasal 69 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 
yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan 
seksual dilakukan melalui upaya : 
1. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. 
C. Hak – Hak Anak 
1. Hak anak dalam UU No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu: 
a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan. 
b. Hak atas pelayanan. 
c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 
d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup. 
e. Hak mendapatkan pertolongan pertama. 
f. Hak untuk memperoleh asuhan. 
g. Hak untuk memperoleh bantuan. 
h. Hak diberi pelayanan dan asuhan. 
i. Hak untuk memeperoleh pelayanan khusus. 
j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.17 
                                                             
17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
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2. Hak anak dalam UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur 
dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi: 
a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. 
c. Hak untuk beribadah menurut agamanya. 
d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 
e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 
f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar 
biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak 
mendapatkan pendidikan khusus. 
g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya. 
h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. 
i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan 
sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. 
j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak 
mendapat perlindungan dari perlakuan: 
1) diskriminasi; 
2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
3) penelantaran; 
4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
5) ketidakadilan; dan 
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6) perlakuan salah lainnya. 
k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari : 
1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; 
2) pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
3) pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 
5) pelibatan dalam peperangan. 
l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 
m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk : 
1) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa; 
2) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam 
setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan  
3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang 
objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. 
n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. 
o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.18 
 
 
 
                                                             
18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
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D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban 
1. Pengertian Korban 
Menurut, Arif Gosita, pengertian korban adalah seseorang yang menderita 
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari 
pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan 
kepentingan dan hak asasi yang menderita.19 Pengertian ini berarti bahwa hasil 
dari interaksi antara orang lain dengan korban menimbulkan penderitaan. Secara 
jasmani, dapat dikatakan adanyapenderitaan fisik yang dialami oleh korban akibat 
interaksi tersebut, sedangkan secara rohani adanya penderitaan psikis atau 
(mental) atau hak-hak dasar dari korban itu sendiri dirugikan oleh orang lain. 
Selanjutnya korban menurut peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang korban tindak pidana, sebagai berikut : 
1. Pasal 1 butir (4) Undang-Undang PKDRT menyatakan bahwa korban adalah 
orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup 
rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, anak, 
keluarga yang mempunyai hubungan darah, persusuan, perkawinan, 
pengasuhan, perwalian yang tinggal satu atap dan pekerja rumah tangga yang 
menetap di rumah tangga tersebut. 
2. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang 
                                                             
19 Arif Gosita1985, Masalah Korban Kejahatan, Akademi Pressindo, Jakarta, yang dikutip oleh 
Moerti, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika,Jakarta,2010 hal 112 
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diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian korban dalam Undang-
Undang tersebut merupakan pengertian korban secara umum, artinya setiap 
masyarakat yang mengalami kejahatan atau tindak pidana dari seseorang 
disebut orang. Bedanya korban ini mendapat ancaman dari pelaku atau pihak 
lain sehingga wajib untuk dilindungi. 
3. Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur secara tegas tentang 
pengertian korban namun menurut peneliti korban dalam perlindungan anak 
merupakan anak yang menerima segala perlakuan yang diatur pada pasal 13 
Undang-undang perlindungan anak yaitu diskriminasi, eksploitasi baik 
ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan 
penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainya yang wajib dilindungi 
oleh pihak lain. 
4. Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system 
peradilan pidana anak memberikan pengertian anak yang menjadi korban 
tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum 
berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Namun dalam 
pengertian Undang-undang ini anak korban dikategorikan sebagai korban 
hanya dilakukan oleh anak yang berkonflik. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dalam penelitian ini 
menggunakan pengertian dari Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang 
Perlindungan Anak alasanya, dalam penelitian ini, korbannya adalah anak-anak 
dan pelakunya adalah orang tuanya sendiri. Tindak pidana ini dilakukan didalam 
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lingkup rumah tangga seperti yang telah dibatasi dalam pengertian anak dan orang 
tua pada sub bab sebelumnya. Maka pengertian yang digunakan dalam penelitian 
ini, korban adalah anak yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga dalam hal ini kekerasan fisik orang tuanya kandung. 
2. Hak – hak Korban 
Sebagai seorang warga Negara, setiap korban juga memiliki hak-hak dan 
kewajiban yang harus dilaksanakan. Meskipun pada kenyataannya posisi korban 
berada pada posisi yang lemah atau menderita namun korban memiliki hak asasi 
yang paatut dihormati.20 Secara umum dapat disebutkan hak korban adalah 
sebagai berikut : 
1. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku atau 
dari pihak lainya yang merugikan korban 
2. Korban berhak mendapatkan rehabilitasi atas perlakuan orang lain yang 
menimbulkan kesakitan dan penderitaan baik fisik maupun mentalnya 
3. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum selayaknya dalam proses 
pengadilan.21 
Hak-hak diatas merupakan hak dasar yang dimiliki korban secara umum  
namun dalam penelitian ini korban yang dimaksud adalah anak-anak sehingga 
Perlindungan Anak hak korban diatur dalam Undang-undang pada pasal 13 ayat 
(1) : 
                                                             
20 Moerti Hadiati soeroso 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika, Jakarta, hal 114 
21 Ibid, hal 115 
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“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain 
manapun yang bertaanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat 
perlindungan dari perlakuan a) diskriminasi; b) eksploitasi baik ekonomi 
maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan 
penganiyaan; e) ketidakadilan  dan f) perlakuan salah lainya” 
 
Pasal 16 ayat (1) juga mengatur hak korban yakni setiap anak berhak 
memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan 
hukuman yang tidak manusiawi. Sedangkan kewajiban secara umum adalah 
dengan melaporkan setiap kejadian yang dialami oleh korban atau orang lain 
untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana dan melindungi. 
1. Hak mendapat pendampingan 
Undang-undang No 11 tahun 2012 yang mengatur tentang keamanan dan 
kenyamanan anak menjadi korban. Dalam proses peradilan pada Undang-undang 
pasal 91 dibutuhkan tempat khusus untuk anak, yaitu : 
a. Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, 
Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Pekerja Sosial Profesional atau 
Penyidikdapat merujuk Anak, Anak Saksi, atau Anak Korban ke instansi 
atau lembaga kesejahteraan sosial anak atau lembaga yang menangani 
pelindungan anak. 
b. Anak Saksi dan/atau Anak Korban dapat memperoleh pelindungan dari 
lembaga yang menangani pelindungan saksi dan korban sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 
2. Hak Didampingi Pembela 
Pada prinsipnya, keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya 
identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal 
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ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan.22Setiap anak 
harus diperlakukan sebagai subyek yang belum terbukti bersalah. Anak juga 
berhak dibela oleh seorang ahli. Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya 
dikunjungi orang tua atau wali atau orang tua asuhnya, petugas sosial, saksi dan 
orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/ kepentingan anakdan 
keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin 
dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan. Penasihat 
hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam 
memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana 
kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. 
3. Peradilan yang Menjalani Hak Khusus untuk Anak 
Pasal 1 ayat 5 disebutkan disebutkan bahwa anak sebagai saksi adalah 
batas usia anak dibawah 18 tahun dapat memberikan ketetrangan bagi 
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan tentang 
perkara yang dialami dan dilihat sendiri yang diatur menurut Undang-undang No 
11 tahun 2011. Pelaku kejahatan terhadap anak pasti akan mengalami tekanan 
secara psikologis baik pada sebagai saksi atau korban. 
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
Keluarga adalah terdiri dari suami istri dan anak atau ayah dan anaknya, 
ibu dan anaknya, ayah dan istrinya. Perlindungan anak diatur dalam Undang-
Undang No 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (4), pasal ini menyatakan ayah/ibu 
kandung merupakan orang tua dari anaknya. 
                                                             
22 Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan I, Surabaya: 
Laksbang Grafika, hal. 72 
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Pasal 1 ayat  
1) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-Undang 
No 23 tahun2004 mengatur bahwa, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 
setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 
dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 
dalam lingkup rumah tangga. 
Undang-Undang No 23 tahun 2004 dalam Pasal 5 mengatur bahwa 
karakter kejahatan dalam keluarga, penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga bahwa “ Di dalam rumah tangga setiap orang dilarang melakukan 
kekerasan. 
a. Kekerasan Fisik 
Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik merupakan suatu perbuatan 
yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun  luka berat. Kekerasan fisik ini 
ada dua macam, yaitu kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan. 
1. Kekerasan fisik berat adalah berupa penganiayaan yang berat seperti 
menendang, memukul, menyudut. Bias juga melakukan percobaan 
pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan 
lainya yang bias mengakibatkan cedera berat, tidak menjalankan tugas 
sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korbannya dan atau luka 
yang sulit utuk disembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya 
kematian, membuat korban kehilangan salah satu panca indera, 
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mendapatkan cacat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir 
korban selama 4 minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang 
wanita dan kematian korban. 
2. Kekerasan fisik ringan adalah menampar, menjambak rambut, 
mendorong dan perbuatan lainya yang dapat mengakibatkan cidera 
ringan, rasa sakit dan juga luka fisik, yang tidak masuk dalam kategori 
kekerasan fisik berat. Adapun jika seseorang melakukan repitisi 
kekerasan fisik ringan, maka dapat dimasukkan ke dalam kategori 
kekerasan berat. 
b. Kekerasan Psikis; 
Sebagaimana kekerasan secara fisik, kekerasan psikis dibagi menjadi 2 
macam, yaitu kekerasan psikis berat dan ringan. 
1. Kekerasan psikis berat berupa tindakan pengendalian, tindakan 
manipulasi, tindakan eksploitasi, kewenangan, tindakan kerendahan dan 
juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelanggaran, dalam 
bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisa juga berupa tindakan dan 
atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, tindakan 
penguntitan, berupa ancaman kekerasan fisik ancaman seksual dan juga 
ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan 
psikis pada korban. Misalnya berupa perasaan ketakutan daan perasaan 
terteror oleh si pelaku, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri 
korban, hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, gangguan tidur, 
gangguan makan, disfungsi seksual, yang salah satu atau semuanya berat 
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dan atau sampai menahun, bias juga gangguan strees pasca trauma atau 
gangguan fungsi tubuh yang berat (misalnya seperti tiba-tiba korban 
lumpuh atau menjadi buta tanpa adanya indikasi medis). 
2. Kekerasan psikis ringan berupa tindakan pengendalian, tindakan 
manipulasi, tindakan eksploitasi, kewenangan, tindakan kerendahan dan 
juga penghinaan. Baik itu tindakan dalam bentuk pelanggaran, dalam 
bentuk pemaksaan dan juga isolasi sosial. Bisajuga dalam bentuk tindakan 
dan atau ucapan yang dapat merendahkan atau menghina, tindakan 
penguntitan, berupa ancaman kekerasan fisik ancaman seksual dan juga 
ekonomis yang masing-masingnya dapat mengakibatkan penderitaan 
psikis pada korban. Misalnya berupa perasaan ketakutan daan perasaan 
terteror oleh si pelaku, rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri 
korban, hilangnya kemampuan korban untuk bertindak, gangguan tidur, 
gangguan makan, disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh yang ringan 
(misalnya seperti sakit kepala, gangguan pada pencernaan tanpa adanya 
indikasi medis). 
c. Kekerasan Seksual 
1. Kekerasan dalam rumah tangga secara seksual yang tergolong berat 
misalnya seperti pelecehan seksual dengan secara kontak fisik, seperti 
dengan meraba, menyentuh bagian organ seksual, mencium secara dengan 
paksa, merangkul serta perbuatan-perbuatan lain yang menimbulkan rasa 
muak/jijik, rasa terteror, rasa terhina dan merasa dikendalikan. 
 30 
2. Kekerasan seksual yang tergolong kategori ringan misalnya berupa 
pelecehan seksual yang berupa secara verbal seperti komentar verbal, 
gurauan bernada porno, siulan, ejekan, julukan dan atau secara pelecehan 
secara non verba, misalnya seperti ekspersi wajah, gerakan-gerakan tubuh 
dan juga perbuatan lainya yang meminta perhatian secara seksual yang 
tidak dikehendaki oleh korban, bersifat melecehkan dan atau menghina si 
korban. 
Pasal7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 mengatur bahwa 
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalahperbuatan 
yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnyakemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikisberat pada 
seseorang.”  
F. Bentuk Penelantaran Anak 
Penelantaran anak adalah kedua orang tua yang membiarkan anaknya 
begitu saja tanpa ada tanggung jawab dan gagal dalam menyediakan berbagai 
kebutuhan anaknya, termasuk emosional, pendidikan dan kesehatan. 
a. Penelantaran Pendidikan biasanya dialami anak ketika masa sekolah, anak 
biasanya berangkat sekolah dengan biasa namun dia tidak mementingkan 
belajar hanya mencari kesibukan karna tidak ada perhatian orang tua. 
b. Penelantaran Secara Emosional biasanya terjadi pada kepribadian anak yang 
sudah dapat perhatian dari orang tua namun perhatianya masih terbagi atau 
tidak adil dalam memberi perhatian. 
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c. Penelantaran Fasilitas Kesehatan biasanya ketika anaknya sakit tidak langsung 
diperiksakan karena biasanya kedua orangtuanya menganggap hanya penyakit 
biasa saja. 
G. Teori Causa / Penyebab Kejahatan 
 Menurut ajaran kausalitet adanya suatu akibat pasti ada hal yang 
menyebabkannya.Sebab itu tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian dari 
sebab-sebab yang menimbulkan suatu akibat. 
Di dalam kriminologi dikenal dengan apa yang disebut Ethiologi kriminal, yaitu 
ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya tindak pidana akan kita 
jumpai bermacam-macam faktor, suatu faktor tertentu belum pasti merupakan 
sebab dari suatu tindak pidana. 
 Hal ini dikatakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab suatu tindak 
pidana dapat dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi 
pengaruh lingkungan dan pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. 
Menurut Multiple Factors Theory :“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang 
beraneka ragam, dan faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu 
skema tertentu. Atau dengan lain perkataan untuk menerangkan kelakuan 
kejahatan/kriminal memang tidak ada teori ilmiah.23 
  
 
                                                             
23 Edwind H. Sytherland and Donald R. Cressey,  Principles of Criminology,  Alumni,  Bandung, 1973 
halaman 86 
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 Perilaku jahat manusia menurut Kohlberg ditentukan oleh dua 
faktor yaitu : 
a.  Faktor  pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia 
sendiri    yang menuntut untuk dipenuhi egoisme  dan rangsangan-
rangsangan yang   datang dari luar; 
b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol 
dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.24 
Sutherland dalam bukunya Principle of Criminology bahwa kejahatan 
terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang berpengaruh secara timbal balik 
yaitu: 
a.   Pemilihan pekerjaan ditentukan oleh bakat maupun lingkungan; 
b. Norma-norma jabatan, terutama di dalam pekerjaan yang terus menerus    
menimbulkan kontak; 
c.   Kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan.25 
Mazhab Sosialis, memandang bahwa kejahatan timbul karena 
tekanan ekonomi.26 Seseorang menjadi jahat karena terlilit persoalan 
ekonomi, seperti miskin, pengangguran atau baru di-PHK.  
  Sedangkan Durkheim dalam bukunya The Division of Labor in Society 
1893, menggunakan istilah Anomi untuk menggambarkan keadaan deregulation di 
dalam masyarakat, yaitu sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di 
                                                             
24Noach, Simanjuntak dan Pasaribu, Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1984, halaman 378  
25Ibid, halaman 54  
26Made Darma Weda, Kriminologi, Rajawali Press, 1996, halaman 15  
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masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan ini 
menimbulkan deviasi / penyimpangan.27 
  Beccker, berbeda lagi pandangannya, menurutnya kejahatan terjadi 
karena proses labeling sebagai akibat reaksi masyarakat. Masyarakat memberi cap 
yang jelek, sehingga mengganggu jiwanya, yang kemudian frustasi sehingga 
dilakukannya suatu kejahatan.28 
  Sedangkan Aristoteles (384. 322 S.M) berpendapat bahwa : “adanya 
hubungan di antara masyarakat dan kejahatan  yaitu dalam wujud peristiwa 
kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan”.29 
 Inilah sebenarnya sering dikemukakan oleh para sarjana dalam mencari 
sebab-sebab pokok terjadinya kejahatan, karena masalah inilah yang dianggap 
paling penting diantara faktor-faktor lain. 
 Tentang adanya hubungan antara perekonomian dengan kejahatan dapat 
kita rasakan. Plato dan Aristoteles berpendapat: "Kemiskinan (kemelaratan) dapat 
mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan ".30 
 Kenyataan yang tak dapat disangkal lagi bahwa factor lingkungan juga 
mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang baik 
sebagai individu maupun sebagai mahluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan 
faktor lingkungan ini tokoh penting dari mashab Perancis atau mashab lingkungan 
                                                             
27Ibid, halaman 31  
28Ramli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco,  Bandung, 1992, halaman 39  
29 Kartini Kartono, Loc Cit, Halaman 161 
30 Soedjono D. SH, Op Cit., halaman 27 
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G. Trade mengatakan bahwa : “Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis
tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh 
peniruan.”31 
Pendapat di atas, juga dipertegas oleh para ahli kriminologi dan sosiologi 
yang berpendapat bahwa : “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan 
tempat persemayaman bagi kejahatan (Evil Resides in an imperfect 
environment)”.32 
31W. A. Bonger, Op. Cit halaman 97 
32Noach dkk, Kriminologi, Penerbit Tarsito, Bandung, 1984, halaman 2. 
